?ENL:UMUMANJ PERATURAN PEMERINTAH

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

(Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik indonesia Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 3 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
" TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk melazksanakan ketentuan Pasal 131
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer-
intah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
memberikan kewenangan kepada Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmi-
grasi untuk menetapkan pedoman pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Transmigrasi tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten-

tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasion-

al (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomot 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan' Keuangan Pemeérintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indenesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Noemor 4725);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

10.

11.

hun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara |
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub- |
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Ta-
hun 2015 Namor 58, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ten-
tang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lem-
baran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816); ;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas -Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694); -
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelak-
sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasi-
onal Tahun 2015-2012 (Lembaran. Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 ten-
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12.
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tang'Kementerian Desa, Pe:mbangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomer 6 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata
Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Re- -

publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAE-
RAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:
i}

Desa adalah desa dan desa adat atau yang dise-
but dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa ma-
syarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerin-
tahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintrah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-be-
sarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mem-
punyai kegiatan utama pertanian, termasuk pen-
gelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelay-
anan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pem-
bangunan antar desa yang dilaksanakan dalam
upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa

melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan

6.

10.

11.

12.

<5

14.

15.

16.

oleh Bupati/Walikota.

Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan |

perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan
penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan
perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah doku-
men rencana pembangunan desa untuk periode 6
{enam) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selan-

“ jutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabu-
paten/Kota, selanjutnya disebut Bappeda adalah
perangkat daerah yang membidangi urusan per-
encanaan pembangunan daerah pada lingkup ka-
bupaten/kota.

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perde-
saan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lem-
baga yang menyelenggarakan pembangunan
kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan ke-
wenangannya.

Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemer-
intah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu pe-
nyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan
yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsul-
tan, atau lembaga swadaya masyarakat.

Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan

perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan ter-
tib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan,
proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dam-
pak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu program atau kegiatan. _

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang dito-
kohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat
dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang
diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak
yang berperan dalam memfasilitasi desa.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indo-
nesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945,




17.

18.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangah daerah otonom.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan
desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan
masyarakat desa, percepatan pembangunan dae-
rah téertinggal, dan transmigrasi.

BAB Il
PRINSIP DAN TUJUAN
" Pasal 2
Pembangunan kawasan perdesaan diseleng-

garakan berdasarkan prinsip:

Ta +~o 20 T

(1)

(2)

(1)

partisipasi;

holistik dan komprehensif;
berkesinambungan;
keterpaduan;

_ keadilan;

keseimbangan;
transparansi; dan
akuntabilitas. .

Pasal 3
Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan
untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau
pemberdayaan masy'arakat desa melalui pendeka-
tan partisipatif dengan mengintegrasikan berb-
agai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan
para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
Pembangunan kawasan perdesaan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada
pengembangan potensi dan/atau pemecahan ma-
salah kawasan perdesaan.

BAB Il
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
Pasal 4
Penyelenggaraan pembangunan kawasan perde-
saan meliputi:
a. pengusulan kawasan perdesaan;
b. penetapan dan perencanaan kawasan perde-
saan;
c. pelaksanaan pembangunan kawasan perde-
saan; dan

-y
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2)

(3)

{1

{2)

13)

(4)

(5)

(6}

d. pelaporan dan evaluasi pembangunan ka-
~ wasan perdesaan. -
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan |
pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perde-
saan. “ '

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
pembangunan kawasan perdesaan tertentu diatur

oleh Direktur Jenderal Teknis masing-masing.

Bagian Kesatu
Pengusulan Kawasan Perdesaan
Pasal b
Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa
desa atau diprakarsai oleh Bupati/Walikota den-
gan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beber-
apa desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1)-
harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang
sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimak- -
sud dalam Pasal 3 ayat (1).
Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana di-
maksud pada éyat (3} disepakati oleh Kepala Desa
yang witayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam
bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
Surat kesepakatan kawasan perdesaan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke-
pada Bupati/Walikota. :
Kawasan perdesaan yang diprakarsai olehBupati/
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan
tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan
menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Kedua

Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

(1)

(2)

Pasal 6
Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan
memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD
Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan priori-

tas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} memiliki Rencana Pembangunan Ka-
wasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP ka-
bupaten/kota.




{3) Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan {2} ditetapkan den-
gan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

{1) Rencana Pembangunan Xawasan Perdesaan
merupakan rencana pembangunan jangka menen-
gah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di
dalamnya memuat program pembe;ngunan.

(2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan se-
bagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat diubah
dengan menyesuaikan pada perkembangan kebu-
tuhan kawasan.

{3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

(4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan seti-
daktidaknya memuat:

a. isu strategis kawasan perdesaan;
b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan

perdesaan;

c. strategi dan arah kebijakan kawasan perde-
saan;

d. program dan kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan;

e. indikator capaian kegiatan; dan
kebutuhan pendanaan.

-

Pasal 8
Mekani§me penyusunan Rencana Pembangu-
nan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

a. Bupati/Walikota memprakarsai proses perenca-
naan pembangunan kawasan perdesaan melalui
TKPKP kabupaten/kota; dan

b. TKPKP kabupaten/kota dalam melakukan proses
penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan dapat dibantu cieh pihak ketiga.

Pasal 9
(1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai ka-
wasan perdesaan merupakan bagian dari suatu
kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa
yang berbatasan dalam sebuah wilayah perenca-
naan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau
keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
(2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
a. kegiatan pertanian;
b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber
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daya lainnya;

c. tempat permukiman perdesaan;

d. tempat pelayanan® jasa pemerintahan, sosial
dan ekonomi perdesaan;

e. nilai strategis dan prioritas kawasan;

f. keserasian pembangunan antar kawasan
dalam wilayah kabupaten/kota;

g- kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hu-

" kum adat; dan

h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 10 | ¥
Pelaksanaan pembangunan kawasan perde-
saan merupakan pefwujudan program dan kegiatan 4
pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan
yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan
hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah,
swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 11
Pendanaan pelaksanaan pembangunan ka-
wasan perdesaan bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi; )

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabu-
paten/kota;

d. Anggaran Pendapatan-dan Belanja Desa; dan/
atau ¥

e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

(1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk
oleh Bupati/Walikota berdasarkan masukan dari TK-
PKP kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Desa.

(2) Penunjukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan ke-
pada TKPKP kabupaten/kota.

(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
provinsi dapat menugaskan kepada Daerah ka-
bupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemer-
intahan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa berupa pembangunan Kawasan perdesaan
berdasarkan asas tugas pembantuan.

(4} Pembangunan kawasan. perdesaan dilaksanakan

R SN T



(5)

(6)

(7)

(m

(2)

(3)

(n

(2)

F13)
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oleh satuan kerja perangkat daerah yang ter- |
kait dalam hal pendanaan berasal dari Angga-

ran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/ !
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota.

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan .
oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan ber- |

asal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bupati/Watikota dapat menunjuk satuan kerja |
perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah
Desa untuk melaksanakan pembéngunan ka-
wasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal |
i (1)
Bupati/Walikota dalam menunjuk pelaksana pem-
. bangunan kawasan perdesaan harus mengacu |
pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Pasal 13
Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan

perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasar- |
kan indikator kinerja capaian yang ditetapkan !
dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perde- °

saan.
Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan
melaporkan kinerja kepada Bupati/Walikota me-
lalui Bappeda Kabupaten/Kota.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat |
{2} disampaikan kepada Bappeda Kabupaten/Kota
tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 {(satu} ta- .

hun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan,

Pasal 14
Hasil terhadap
agaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
menjadi dasar Bappeda Kabupaten/Kota dalam

evaluasi

menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan

Perdesaan.

Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangu-

nan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana
- Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode |
(3)

selanjutnya. ‘
Bappeda Kabupaten/Kota melaporkan hasil evalu-

asi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat |

(4)

{5)

(2)

(1)

(2)

(3)

1)
laporan kinerja seb- | -

(2)

{3) kepada Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabu-
paten/kota datam pelaksanaan pembangunan ka-
wasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
Bupati/Walikota melaporkan hasil evaluasi seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1) kepada TKPKP
provinsi.

BAS |V
KELEMBAGAAN

- Pasal 15
TKPKP dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota.
TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me-
nyelenggarakan pembangunan kawasan perde-
saan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 16
TKPKP pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) terdiri dari unsur kementerian/lemba-
ga yang terkait yang ditetapkan dengan Keputu-
san Menteri. )
TKPKP pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan lembaga yang bertugas melaku-
kan pembinaan terhadap penyelenggaraan pem-
bangunan kawasan perdesaan pada tingkat nasi-
onal berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang
diberikan cleh TKPKP provinsi.
TKPKP pusat dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berkoordinasi dengan TKPKP provinsi
dan TKPKP kabupaten/kota.

Pasal 17
TKPKP provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat {1} terdiri dari unsur Kepala satuan
kerja perangkat daerah yang terkait yang ditetap-
kan dengan Keputusan Gubernur.
TKPKP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(17 merupakan lembaga yang bertugas untuk
melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat
provinsi berdasarkan laporan dan hasil evaluasi
yang diberikan oteh Bupati/Walikota.
Jumtah keanggotaan TKPKP provinsi disesuaikan
dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

1
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Pasat 18

(1) TKPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari unsur Kepala
satuan kerja perangkat daerah yang terkait, Ca-
mat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerjasama An-
tar Desé, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) TKPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) merupakan lembaga yang bertugas

untuk:

a. mengkoordinasikan  penetapan  kawasan
perdesaan;

b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana

Pembangunan Kawasan Perdesaan;

c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan
perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bu-
pati/Walikota; dan

d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai
hasilevaluasi laporan kinerja pembangunan
kawasan perdesaan.

(3) Jumlah keanggotaan TKPKP kabupaten/kota
disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi
daerah.

Pasal 19
(1) TKPKP kabupaten/kota, dalam melaksanakan
tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Ka-
wasan Perdesaan.

{2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) bertugas untuk:

a. membantu TKPKP kabupaten/kota dalam
penetapan dan perencanaan kawasan perde-
saan, dan ]

b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam
pembangunan kawasan perdesaan.

(3} Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai
tukan organisasi dan tata kerja, TKPKP diatur dalam
Keputusan Menteri. 1

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

(1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat .

kepada Daerah kabupaten/kota untuk melak-
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pemben-

sanakan urusan pemerintahan bidang pember-

- dayaan masyarakat dan desa berupa pembangu-
nan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas
pembahtuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tu-
gas Pembantuan.

(2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah
provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pem-
berdayaan masyarakat dan desa berupa pemban- |
gunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas
pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 22
Menteri dan Gubernur melakukan pembinaan
terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 23
(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

melakukan pembinaan terhadap pembangunan 5

kawasan perdesaan vyaitu:

a. standardisasi proses penetapan dan peren-
canaan kawasan perdesaan, pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan, serta pel-
aporan dan evaluasi pembangunan kawasan
perdesaan;

b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan

dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan

c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan per-
encanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan, serta pel-
aporan dan evaluasi pembangunan kawasan
perdesaan.

(2} Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
melakukan pembinaan dalam hal:

a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan
dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan
b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan per-
encanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan, serta pel-
aporan dan evaluasi pembangunan kawasan

perdesaan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

Busingsg Mews SAEITE-E-2815




ketentuan mengenai Pembangunan Kawasan Perde-
saan Berbasis Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL .
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. ‘
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 359

(BN}

PENYELESAIAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN
{Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 50/PMK.010/2016,
tanggal 31 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDOMNESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16F
ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri Nomar 186/PMK.07/2010
dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Per-
siapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/
PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
27/PMK.05/2013 tentang Pedeman Pelaksanaan

Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara
Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Peralehan Hak
atas Tanah dan Bangunan Melalli Pemotongan
Dana Bagi Hasil;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pe-

nyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
periu mengatur kembali penyelesaian pengem-
balian atas kelebihan pembayaran Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.Q7/2014
dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Per-
siapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi




